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Abstract: This article analyzed the function of the regional development banks (BPD) as an
intermediary institution using loan to deposit ratio (LDR) and SBI to deposit ratio (SDR) and
finance efficiency performance with data envelopment analysis (DEA) approach. The data was
during 2006-2007 covering 26 BPD in Indonesia. The result of study indicated that the regional
development banks did not play its optimal role as the intermediary institution and efficiency
performance did not achieve the level of maximum (100%). For getting the optimal function
of banking intermediary and promoting better efficiencies, BPD needed to design some the
grand strategies that could be implemented in the future. They were: the limitation of BPD
funds placing in SBI notes, the cooperation inter BPD, focusing on certain market segmentation,
diversification of funds source, and creating local credit guaranteeing institutions
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Sistem keuangan memiliki peran yang sangat

strategis dalam mendukung kegiatan

perekonomian. Sistem keuangan yang merupakan

bagian dari sistem perekonomian menjalankan

fungsi intermediasi yang mengalokasikan dana

dari pihak yang mengalami kelebihan dana

(surplus) kepada pihak yang kekurangan dana

(defisit). Oleh karena itu, untuk dapat

menjalankan fungsi intermediasinya secara

optimal, maka dituntut sistem keuangan yang

stabil dan beroperasi secara efisien. Sistem

keuangan yang tidak stabil dan tidak efisien

sangat rentan terhadap berbagai gejolak sehingga

dapat mengganggu perputaran roda

perekonomian. Stabilitas dalam sistem keuangan

perlu terus ditingkatkan dan dipertahankan

karena merupakan aspek yang sangat penting

dalam membentuk dan menjaga perekonomian

yang berkelanjutan

Bank Pembangunan Daerah yang

merupakan bagian dari sistem keuangan dituntut

untuk dapat menjalankan fungsi intermediasinya

secara optimal dan beroperasi secara efisien untuk

mendukung penguatan stabilitas sistem
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keuangan. Sebagai bank yang dimiliki oleh

Pemerintah Daerah (Pemda), BPD bisa berperan

lebih besar dalam menggerakkan pembangunan

ekonomi daerah melalui kegiatan pembiayaan.

Tetapi persoalannya yang banyak dikeluhkan

oleh pelaku ekonomi di daerah adalah

keterbatasan sumber-sumber pembiayaan

pembangunan. Keterbatasan ini tidak hanya

terjadi di daerah-daerah yang miskin sumber daya

alam tetapi juga terjadi di daerah yang kaya akan

sumber daya alam.

Alternatif untuk mencari sumber

pembiayaan bagi daerah terbuka dengan

mengoptimalkan peran bank pembangunan

daerah (BPD) dalam mendukung pembangunan

daerah. Sampai Mei 2008, tercatat sebanyak 26

BPD seluruh Indonesia dengan total aset sebesar

Rp. 176,279 triliun atau 8,9 persen dari total aset

keseluruhan bank umum dengan kecenderungan

yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Dengan total aset yang cukup besar tersebut

tentunya pemerintah daerah berharap banyak

akan peran BPD dalam mempercepat

pembangunan dan pergerakan perekonomian di

daerah. Tetapi, persoalan yang banyak

dikeluhkan oleh pemerintah daerah selama ini

bahwa BPD belum berperan secara optimal dalam

penyaluran dana untuk pembiayaan

pembangunan di daerah. Kondisi ini sangat

disayangkan karena ide awal pendirian BPD oleh

masing-masing Pemerintah Daerah (Pemda) untuk

dapat membantu secara optimal pembangunan

di daerah.  Hal ini tercermin dari Loan to Deposit

Ratio (LDR) BPD yang sangat kecil. Berdasarkan

data BI, sampai Mei 2008 tercatat LDR BPD yang

paling kecil dibandingkan kelompok bank yang

lain yaitu sebesar 54,48 persen dan jauh di bawah

angka LDR total bank umum keseluruhan yaitu

72,80 persen.

Rendahnya LDR BPD disebabkan

kekhawatiran akan terjadi kredit macet, sehingga

kelebihan likuiditas BPD lebih cenderung

ditempatkan pada instrumen yang lebih aman

dengan  keuntungan pasti yaitu Sertifikat Bank

Indonesia (SBI).  Berdasarkan data Bank Indonesia

(BI) per Mei 2008, penempatan dana BPD di SBI

mencapai Rp.41,375 triliun atau 27,82 persen dari

total dana bank umum yang ditempatkan SBI.

Penempatan dana BPD ke SBI  mengalami

peningkatan yang pesat sejak tahun 2005.

Dibandingkan dengan kelompok bank yang lain,

kenaikan penempatan dana di SBI oleh BPD

memang yang tertinggi.  Kekhawatiran akan

semakin sulitnya sumber pembiayaan

pembangunan di daerah kemudian melahirkan

berbagai pemikiran untuk mengoptimalkan fungsi

intermediasi BPD di masing-masing daerah. Salah

satu pemikiran yang berkembang dan dapat

dikatakan pemikiran ekstrim adalah pemikiran

untuk membatasi penempatan dana BPD ke SBI,

misalnya tidak boleh lebih dari 10% penempatan

Dana Pihak Ketiga (DPK) ke SBI. Pemikiran ini

bertujuan agar BPD dapat mengalokasikan

dananya secara optimal sebagai sumber

pembiayaan yang sangat vital bagi pembangunan

daerah.

Di samping pemikiran untuk membatasi

penempatan dana BPD ke SBI, dalam rangka

untuk memperkuat fungsinya sebagai lembaga

intermediasi, BPD juga harus meningkatkan

kinerja efisiensi dalam kegiatan operasinya.

Selama ini BPD dinilai boros dengan pencapaian

margin bunga bersih (net interest margin/NIM)

yang begitu besar dan tertinggi di antara

kelompok bank yang lain. Berdasarkan data BI

sampai Mei 2008, NIM BPD sebesar 8,23, sementara

NIM total bank umum sebesar 5,60. Rasio NIM BPD

yang tinggi tersebut membawa implikasi bahwa

BPD tidak bisa bertahan dengan marjin tipis. Oleh

karena itu, dalam menghadapi persaingan yang

semakin ketat dalam industri perbankan nasional,

maka BPD perlu segera berbenah diri dengan

menyusun grand design strategi pengembangan

BPD untuk meningkatkan fungsi intermediasi dan

efisiensi ke depan. Berangkat dari latar belakang

dan permasahan tersebut, penelitian ini bertujuan
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untuk: (1) menganalisis kinerja fungsi intermediasi

dan efisiensi BPD, (2) menawarkan alternatif baru

dalam pengukuran kinerja fungsi intermediasi

perbankan, dan (3) memberikan rekomendasi

kebijakan berupa grand design strategi

pengembangan BPD dalam meningkatkan fungsi

intermediasi dan efisiensi ke depan

FUNGSI INTERMEDIASI PERBANKAN

Dalam UU No. 7, Tahun 1992 tentang

Perbankan, sebagaimana telah diubah dalam UU

No. 10, Tahun 1998 dijelaskan bahwa yang

dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

simpanan dan menyalurkannya kepada

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf

hidup rakyat banyak. Dengan pengertian ini

dapat ditarik kesimpulan bahwa bank adalah

lembaga yang menghubungkan antara

masyarakat pemilik dana (surplus spending unit)

dengan masyarakat lain yang membutuhkan

dana untuk mengembankan usahanya (deficit

spending unit).

Bank sebagai suatu badan usaha tetap

berorientasi untuk meningkatkan laba melalui

setiap kegiatan operasional, termasuk dalam

fungsinya sebagai financial intermediary, yaitu

menghimpun dana pihak ketiga (DPK) dan

menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit.

Penyaluran kredit merupakan fungsi utama dari

bank dan merupakan sumber pendapatan yang

utama pada umumnya. Pendapatan ini diperoleh

dari spread suku bunga simpanan dan kredit yang

dikenakan oleh bank.

Pada umumnya ada beberapa pilihan utama

bank dalam menempatkan dananya untuk

memperoleh pendapatan, yaitu: (a) kredit yang

dipilih karena return yang lebih baik,

meningkatkan profitabilitas, dan meningkatkan

prospek usaha nasabah. (b) Pembelian Sertifikat

Bank Indonesia (SBI) yang merupakan alternatif

penempatan dana yang aman, berisiko rendah,

berjangka pendek dengan tingkat suku bunga

yang cukup tinggi. (c) Pembelian obligasi

pemerintah dipilih karena memiliki tingkat suku

bunga yang relatif tinggi jadi tingkat

keuntungannya cukup baik dan risikonya rendah.

Beberapa penelitian terkait dengan fungsi

intermediasi perbankan ditulis oleh Ismail (2002)

yang melakukan penelitian terhadap kepemilikan

SBI oleh BPD-BPD di setiap propinsi di Indonesia

selama tahun 2001 menunjukkan bahwa

komposisi kepemilikan SBI oleh Bank

Pembangunan Daerah terlihat mengalami

peningkatan kecuali Propinsi Lampung, Propinsi

Sumatera Selatan, Propinsi Kalimantan Selatan dan

Propinsi Jawa Barat. Peningkatan kepemilikan SBI

oleh BPD di atas telah terjadi khususnya semenjak

penerapan otonomi daerah. Hal ini dapat terjadi

berdasarkan beberapa asumsi kondisi yang

melatar belakanginya seperti: (1) Bank

Pembangunan Daerah (BPD) yang semenjak

pelaksanaan otonomi daerah menerima limpahan

dana yang cukup besar atas nama pemerintah

daerah belum dapat menyalurkan kelebihan dana

tersebut untuk mendanai kegiatan usaha (sektor

riil) di daerahnya sehingga seperti langkah yang

selalu diambil bank-bank semasa krisis, BPDBPD

tersebut menempatkan kelebihan dananya

tersebut pada instrumen yang bersifat zero risk

yaitu SBI. (2) Berdasarkan asumsi bahwa

pemerintah daerah, baru dapat menggunakan

dana tersebut dengan optimal tahun depan, maka

langkah yang paling tepat yang dilakukan oleh

BPD-BPD tersebut untuk menempatkan kelebihan

dana adalah pada SBI tenor 1 atau 3 bulan. (3)

Jatuh tempo SBI yang relatif pendek (1 s/d 3 bulan)

membuat BPD dapat dengan lebih fleksibel

mengelola portfolio dananya terutama jika

sewaktu-waktu pemerintah daerah ingin

memanfaatkan dana tersebut. Sedangkan alasan

BPD-BPD di empat propinsi yang tidak
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meningkatkan kepemilikan SBI-nya (BPD

Lampung, BPD Kalimantan Selatan, BPD Sumatera

Selatan dan BPD Jawa Barat) diperkirakan karena

pengalokasian dana otonomi daerah oleh

pemerintah daerah setempat dilakukan secara

merata dan tidak semata-mata pada BPD.

Pemerintah daerah. Propinsi Lampung

mengalokasikan dana otonomi daerahnya pada

bank pemerintah. Pemerintah daerah Propinsi

Kalimantan Selatan mengalokasikan dananya pada

bank pemerintah (simpanan valas) dan bank umum

swasta nasional. Pemerintah daerah Propinsi Jawa

Barat mengalokasikan dananya pada simpanan

rupiah (deposito) dan simpanan valas di bank

pemerintah. Pemerintah daerah Propinsi Sumatera

Selatan mengalokasikan dananya pada bank

pemerintah (giro dan deposito).

Abdullah dan Suseno (2003) melakukan

penelitian untuk mengukur pelaksanaan fungsi

intermediasi perbankan di daerah yang meliputi

25 provinsi di Indonesia pada tahun 2001

menunjukkan hasil bahwa berdasarkan LDR,

perbankan di daerah selama periode tahun 2001

pada umumnya belum menjalankan fungsi

intermediasi secara efektif. Daerah-daerah yang

dapat dikatakan perbankannya telah

menjalankan fungsi intermediasi dengan cukup

baik dalam pengertian memiliki LDR cukup tinggi

hanya meliputi 5 daerah provinsi yaitu Kalimantan

Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, Riau

dan Nanggroe Aceh Darussalam (rata-rata LDR di

atas 60%).

Wiwin (2007) meneliti posisi posisi Bank

Umum dan BPR di Bali dalam menjalankan fungsi

mereka sebagai financial intermediary dalam

perekonomian Bali. Dengan menggunakan LDR

sebagai proksi dapat dikatakan bahwa BPR lebih

mampu dalam menjalankan fungsi utamanya

sebagai perantara keuangan di Bali daripada Bank

Umum. Pelaksanaan prinsip prudential banking

system yang tidak optimal menjadi kendala di

kedua bank tersebut. Perbedaan yang signifikan

tersebut tidak terlepas dari regulasi dan

kelembagaan yang ada. Agar sektor perbankan

mampu menjalankan fungsi intermediasinya

dengan lebih baik, Bank Indonesia

mencanangkan pelaksanaan linkage programe

antara Bank Umum dan BPR.

EFISIENSI PERBANKAN

Efisiensi merupakan indikator penting

dalam mengukur kinerja keseluruhan dari aktivitas

suatu perusahaan. Efisiensi sering diartikan

bagaimana suatu perusahaan dapat berproduksi

dengan biaya serendah mungkin, tetapi tidak

sekedar itu efisiensi juga menyangkut

pengelolaan hubungan input dan output yaitu

bagaimana mengalokasikan faktor-faktor

produksi yang tersedia secara optimal untuk dapat

menghasilkan output yang maksimal. Suatu

perusahaan dikatakan memiliki tingkat efisiensi

yang lebih tinggi jika dengan jumlah input

tertentu dapat menghasilkan jumlah output lebih

banyak atau pada jumlah output tertentu bisa

menggunakan input lebih sedikit.

Efisiensi bagi sebuah bank atau industri

perbankan secara keseluruhan merupakan aspek

yang paling penting diperhatikan untuk

mewujudkan suatu kinerja keuangan yang sehat

dan berkelanjutan (sustainable). Efisiensi industri

perbankan dapat ditinjau dari sudut pandang

mikro maupun makro (Berger dan Mester, 1997).

Dari perspektif mikro, dalam suasana persaingan

yang semakin ketat sebuah bank agar bisa

bertahan dan berkembang harus efisien dalam

kegiatan operasinya. Bank-bank yang tidak

efisien, besar kemungkinan akan exit dari pasar

karena tidak mampu bersaing dengan

kompetitornya, baik dari segi harga (pricing)

maupun dalam hal kualitas produk dan

pelayanan. Bank yang tidak efisien akan kesulitan

dalam mempertahankan kesetian nasabahnya dan

juga tidak diminati oleh calon nasabah dalam

rangka untuk memperbesar customer-basenya.
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Sementara dari perspektif makro, industri

perbankan yang efisien dapat mempengaruhi

biaya intermediasi keuangan dan secara

keseluruhan stabilitas sistem keuangan. Hal ini

disebabkan peran yang sangat strategis dari

industri perbankan sebagai intermediator dan

produser jasa-jasa keuangan. Dengan tingkat

efisiensi yang lebih tinggi, kinerja perbankan akan

semakin lebih baik dalam mengalokasikan sumber

daya keuangan, dan pada akhirnya dapat

meningkatkan kegiatan investasi dan

pertumbuhan ekonomi (Weill, 2003).

         Farrell (1957) mengungkapkan bahwa

efisiensi suatu perusahaan terdiri dari dua

komponen, yaitu efisiensi teknis dan efisiensi

alokatif. Efisiensi teknis mencerminkan

kemampuan dari perusahaan dalam

memaksimumkam output yang dihasilkan dengan

sejumlah input yang tersedia. Sedangkan efisiensi

alokatif mencerminkan kemampuan perusahaan

dalam mengoptimalkan penggunaan input yang

tersedia, dengan struktur harga dan teknologi

produksinya. Kombinasi dari kedua ukuran ini

dapat digunakan untuk mengukur  efisiensi

ekonomi (economic efficiency). Kumbhaker dan

Lovell (2000), mengatakan bahwa efisiensi teknis

merupakan salah satu dari komponen efisiensi

ekonomi secara keseluruhan. Tetapi, dalam rangka

mencapai efisiensi ekonominya suatu perusahaan

harus efisien secara teknis. Untuk mencapai tingkat

keuntungan yang maksimal, sebuah perusahaan

harus dapat berproduksi pada tingkat output yang

optimal dengan jumlah input tertentu (efisiensi

teknis) dan menghasilkan output dengan

kombinasi yang tepat pada tingkat harga tertentu

(efisiensi alokatif).

Jemric dan Vujcic (2002) menganalisis

tingkat efisiensi bank di Kroasia dengan

menggunakan pendekatan DEA selama periode

1995-2000. Pengukuran efisiensi didasarkan atas

ukuran bank, struktur kepemilikan, tahun berdiri,

dan kualitas aset. Berdasarkan hasil penelitian

menunjukkan bahwa bank asing memiliki tingkat

efisiensi yang paling tinggi dan bank yang baru

lebih efisien daripada bank yang telah lama

beroperasi. Secara umum bank yang kecil lebih

efisien, namun secara lokal bank yang besar lebih

efisien. Penyebab utama dari ketidakefisienan

dalam perbankan di Kroasia adalah jumlah tenaga

kerja dan aset tetap.

Yudistira (2003), melakukan penelitian

terhadap 18 bank syariah di seluruh dunia selama

periode 1997-2000 dengan menggunakan

pendekatan DEA dan spesifikasi input output

berdasarkan pendekatan intermediasi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa

secara keseluruhan efisiensi 18 bank syariah yang

diobservasi mengalami sedikit inefisiensi di tingkat

wajar 10% jika dibandingkan dengan bank

konvensional. Hal ini disebabkan karena periode

1998-1999 bank-bank tersebut mengalami krisis

global sehingga mempengaruhi kinerjanya. Bank

syariah yang berskala kecil cenderung tidak

ekonomis. Oleh karena itu, dianjurkan agar bank-

bank yang skala ekonominya masih kecil

melakukan merger atau akuisisi.

Hadad et.al (2003a), melakukan penelitian

terhadap bank umum nasional selama periode

1995-2003 menggunakan pendekatan DEA.

Terdapat tiga poin penting dari hasil penelitian

ini yaitu; pertama, kredit yang terkait dengan bank

dan surat berharga mempunyai potensi

pengembangan yang sangat tinggi untuk

meningkatkan efisiensi secara keseluruhan,

kedua, merger dari bank tidak selamanya

membuat bank menjadi lebih efisien, dan ketiga,

kelompok bank swasta nasional non devisa dapat

dikatakan merupakan yang paling efisien selama

3 tahun (2001-2003) dalam kurun analisis 8 tahun

(1996-2003) dibanding bank-bank lainya. Bank

asing campuran sempat menjadi yang paling

efisien di tahun 1997, sedangkan bank swasta

nasional devisa di tahun 1998 dan 1999.

Astiyah dan Husman. (2006) melakukan

penelitian untuk menganalisis tingkat efisiensi

perbankan di Indonesia dengan menggunakan
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derivasi fungsi profit. Pengukuran profit efficiency

dalam studi ini mencakup model dengan

penekanan fungsi intermediasi dan tanpa

penekanan fungsi intermediasi. Estimasi

pengukuran efisiensi bank menggunakan metode

stochastic frontier analysis dengan data bulanan

selama periode 2001-2004 terhadap 20 bank

dengan aset terbesar.  Hasil penelitian

menunjukkan bahwa rata-rata nilai efisiensi

dengan model penekanan intermediasi lebih

rendah dari model tanpa penekanan intermediasi.

Rata-rata efisiensi selama periode penelitian

dengan menggunakan model non-intermediasi

adalah 92,4% dibandingkan dengan 91,4%

dengan model penekanan intermediasi. Lebih

tingginya rata-rata tingkat efisiensi tanpa

penekanan intermediasi mengindikasikan bahwa

komponen kredit memberikan kontribusi yang

lebih rendah kepada profitabilitas jika

dibandingkan dengan output lainnya. Sehingga

hal ini mengindikasikan bahwa bank belum

menempatkan kredit sebagai komponen utama

dalam kegiatan usahanya.

Ascarya dan Yumanita (2006) melakukan

penelitian dengan menggunakan pendekatan

DEA terhadap perbankan syariah selama periode

2000-2004. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

efisiensi relatif secara teknis bank syariah dengan

pendekatan intermediasi (100%) dan produksi

(85%) pada tahun 2004. Demikian juga efisiensi

relatif secara skala dari pendekatan intermediasi

(87%) dan produksi (97%). Secara umum dari

pendekatan produksi bank syariah mengalami

penurunan efisiensi teknis, namun mengalami

peningkatan efisiensi skala karena pada saat itu

bank syariah  cukup agresif dalam berekspansi

membuka kantor-kantor baru.

Staikouras, et.al (2007), melakukan

penelitian terhadap efisiensi biaya pada sektor

perbankan di enam negara-negara Eropa

Tenggara (South Eastern European) selama

periode 1998–2003. Menggunakan pendekatan

SFA, memasukkan variabel spesifikasi perusahaan

dan keterkaitan negara umumnya

mengidentifikasikan tingkat efisiensi biaya yang

rendah, dengan perbedaan ketidakefisienan

diantara negara Eropa Tenggara. Bank asing dan

bank dengan kepemilikan asing yang besar

merupakan bank dengan tingkat in-efisiensi yang

rendah.

Abidin (2007) melakukan penelitian untuk

mengevaluasi kinerja efisiensi 93 bank umum di

Indonesia selama periode 2002-2005 dengan

menggunakan metode DEA menunjukkan bahwa

kelompok bank asing dan bank pemerintah lebih

efisien dibandingkan dengan kelompok bank

yang lain. Hasil yang sama juga dibuktikan oleh

studi Abidin (2008) yang melakukan penelitian

terhadap 111 bank umum di Indonesia selama

periode 2006-2007 menggunakan pendekatan

stochastic frontier analysis (SFA) menemukan

bahwa kelompok bank yang beraset lebih besar

terutama bank Persero dan bank Asing lebih

efisien dibandingkan dengan kelompok bank

BPD.

Ariff, Mohamed, dan Can, Luc, (2008),

melakukan penelitian efisiensi biaya dan profit

pada 28 bank komersial di Cina menggunakan

teknik non-parametrik selama periode 1995-2004.

Penelitian ini menguji pengaruh jenis

kepemilikan, ukuran, profil risiko, profitabilitas

dan perubahan lingkungan inti terhadap efisiensi

bank menggunakan regresi Tobit. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa  tingkat efisiensi profit lebih

rendah dari efisiensi biaya. Hasil ini mendukung

bahwa yang paling penting dari ketidakefisienan

adalah atas sisi penerimaan. Temuan lain dari

penelitian ini menunjukkan bahwa joint-stock

banks (national and city-based), lebih cost- and

profit-efficient dari pada bank milik pemerintah

sementara bank ukuran-menengah secara statistik

lebih efisien dari bank kecil dan besar. Dalam

rangka meningkatkan efisiensi, penelitian ini

memberikan beberapa usulan antara lain;

mempercepat reformasi keterbukaan pasar

perbankan, memperbaiki manajemen risiko,
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mengurangi subsidi modal pemerintah dan

menyebarkan kepemilikan bank-bank Cina.

METODE

Populasi dalam studi ini mencakup seluruh

BPD di Indonesia yang tercatat di Bank Indonesia

sampai akhir tahun 2007 yang berjumlah 26 bank.

Data yang digunakan dalam studi ini adalah data

sekunder selama periode 2006-2007 yang

bersumber dari publikasi Bank Indonesia yaitu

Neraca dan Laporan Laba Rugi.

Pengukuran Intermediasi Perbankan

Alat ukur utama yang selama ini

dipergunakan untuk mengukur kinerja

perbankan khususnya berkenaan dengan

pelaksanaan fungsi intermediasi adalah loan to

deposit ratio (LDR), yaitu perbandingan atau rasio

antara penyaluran dana dalam bentuk kredit

(pelaksanaan fungsi penyaluran dana) terhadap

dana pihak ke III (DPK) yang berhasil dihimpun

oleh perbankan (pelaksanaan fungsi intermediasi

penghimpunan dana).

LDR = .......................................  (1)

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia,

dalam kondisi normal angka LDR berada di sekitar

85%-110%. Angka ini sesuai dengan harapan

sektor riil. Jika angka LDR berada di bawah 85%,

maka dapat dikatakan bahwa peran perbankan

sebagai lembaga intermediasi belum berjalan

secara optimal.

Dilihat dari komponen pembentuknya LDR

merupakan suatu ukuran ideal yang dapat

dipergunakan untuk mengukur kinerja

perbankan sebagai lembaga intermediasi. Namun

demikian apakah LDR senantiasa tepat untuk

dipergunakan sebagai alat ukur kinerja

perbankan khususnya BPD yang ternyata sebagian

besar DPK ditempatkan di instrumen SBI? Agar

supaya dana DPK BPD dapat dioptimalkan

penyaluran untuk pembiayaan pembangunan

daerah dan sekaligus meningkatkan fungsi

intermediasi perbankan, penulis menawarkan

alternatif baru pengukuran fungsi

intermediasi perbankan yang disebut dengan

SBI to deposit ratio (SDR). SDR adalah

perbandingan atau rasio antara dana BPD yang

ditempat di SBI terhadap dana pihak ke III (DPK)

yang berhasil dihimpun oleh perbankan.

SDR =  ...................  (2)

Sebagai cut-offnya, dalam kondisi normal

penulis mengusulkan angka SDR dibawah 10%.

Artinya total dana pihak ketiga yang dapat

dihimpun oleh BPD maksimal yang bisa

ditempatkan di SBI BI hanya 10%, sementara 90%

lagi wajib disalurkan sebagai pembiayaan dalam

mendukung berbagai program pembangunan

daerah. Ketentuan ini dapat menjadi acuan

standar BI jika rasio SDR ini bisa diterima dan BPD

wajib melaksanakan. Semakin tinggi angka SDR

menunjukkan bahwa fungsi intermediasi

perbankan BPD tidak berjalan secara optimal, dan

begitu sebaliknya

Pengukuran Efisiensi Perbankan

Pengukuran efisiensi perbankan dengan

menggunakan metode DEA adalah sebuah

metode frontier non parametric yang

menggunakan model program linier untuk

menghitung perbandingan rasio output dan input

untuk semua unit yang dibandingkan dalam

sebuah populasi.  Tujuan dari metode DEA adalah

untuk mengukur tingkat efisiensi dari decision-

making unit (DMU ie.bank) relatif terhadap bank

yang sejenis ketika semua unit-unit ini berada

pada atau dibawah “kurva” efisien frontier-nya.

Jadi metode ini digunakan untuk mengevaluasi

efisiensi relatif dari beberapa objek

(benchmarking kinerja). Metode ini
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diperkenalkan pertama kali oleh Charnes, Coopers

dan Rhodes (CCR) pada tahun 1978, dan

kemudian semakin berkembang.  Mengingat telah

banyaknya perkembangan model matematis DEA

ini, maka sebagian besar mengatakan bahwa DEA

adalah metode bukan model.

Pendekatan DEA lebih menekankan kepada

pendekatan yang berorientasi kepada tugas dan

lebih memfokuskan kepada tugas yang penting,

yaitu mengevaluasi kinerja DMU.  Analisis yang

dilakukan berdasarkan kepada evaluasi terhadap

efisiensi relatif dari DMU yang sebanding.

Selanjutnya DMU-DMU yang efisien tersebut akan

membentuk garis frontier.  Jika DMU berada pada

garis frontier, maka DMU tersebut dapat dikatakan

efisien relatif dibandingkan dengan DMU yang

lain dalam peer group-nya. Selain menghasilkan

nilai efisiensi masing-masing DMU, DEA juga

menunjukkan unit-unit yang menjadi referensi

bagi unit-unit yang tidak efisien.

Efficiency of DMU = ............................  (3)

Dimana; DMU = UPK; n = UPK yang akan

dievaluasi; m = input-input yang berbeda; p =

output-output yang berbeda; x
ij
 = jumlah input I

yang dikonsumsi oleh UPK
j
; y

kj
 = jumlah output k

yang diproduksi oleh UPK
j
. Nilai efisien dalam DEA

berkisar antara nol sampai satu. DMU yang efisien

akan memiliki nilai 1 atau 100%, sedangkan nilai

yang mendekati nol menunjukkan efisiensi DMU

yang semakin rendah. Ada dua kriteria sebuah

DMU yang efisien yaitu: pertama, apabila tidak

ada unit lain atau kombinasi DMU yang

menggunakan jumlah input yang sama. Kedua,

jumlah output yang dihasilkan sedikitnya sama

dengan jumlah output yang dihasilkan oleh DMU

lain yang berkinerja 100%.

Spesifikasi Input dan Output

Menurut Kwan (2002) dan Berger dan

Humphrey (1997) pendekatan intermediasi ini

banyak digunakan dalam penelitian efisiensi bank.

Mereka menyarankan bahwa pendekatan

intermediasi adalah yang paling sesuai untuk

mengevalusi efisiensi seluruh bank karena

termasuk didalamnya beban bunga  yang

jumlahnya setengah atau dua per tiga dari total

biaya. Penelitian ini juga menggunakan

pendekatan intermediasi karena pendekatan ini

dinilai sesuai untuk mencerminkan karakteristik

BPD dimana BPD sebagai lembaga intermediasi

yang menyalurkan dana dari pihak yang

kelebihan dana kepada pihak yang

membutuhkan dana. Variabel output dari BPD

terdiri dari Total Kredit yang disalurkan (Y1) dan

Total Pendapatan (Y2), sementara variabel input

terdiri dari Total Simpanan (X1), Biaya Tenaga

kerja (X2), dan Aktiva Tetap (X3).

HASIL

Analisis Hasil Penelitian

Hasil penelitian untuk mengukur fungsi

intermediasi perbankan BPD menggunakan LDR

dan SDR  dapat dilihat dalam Tabel 1,2, dan 3.

Selama periode 2006-2007, walaupun LDR

mengalami peningkatan dari  43,33% tahun 2006

menjadi 53,53% tahun 2007 tapi masih jauh di

bawah ketentuan BI dan harapan sektor riil yaitu

minimal sebesar 85%. Angka LDR BPD juga yang

paling rendah dibandingkan dengan kelompok

bank yang lain. Dilihat dari kinerja LDR BPD secara

individual, pada tahun 2006 terdapat 2 BPD yang

mencapai angka LDR diatas 85% yaitu BPD Sumsel

dan NTB. Pada tahun 2007, terjadi peningkatan
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jumlah BPD yang mencapai angka LDR diatas 85%

yaitu BPD Lampung, NTB, dan NTT. BPD Sumsel

mengalami penurunan kinerja LDR pada tahun

2007.

Tabel 1. Kinerja LDR Masing-Masing  BPD
(Dalam %)

kompetitif serta bebas risiko (risk free) gagal bayar.

Penempatan dana BPD pada instrumen SBI Bank

Indonesia mengalami kecenderungan

peningkatan dari tahun ke tahun (lihat tabel 2).

Pada tahun 2003, jumlah dana BPD yang

ditempatkan di SBI hanya mencapai Rp. 7,224

triliun atau 7,13% dari total dana perbankan yang

ditempatkan di SBI. Jumlah ini terus mengalami

peningkatan dan mencapai puncaknya pada

tahun 2006 yang mencapai Rp. 43,115 triliun. Pada

tahun 2007 mengalami penurunan menjadi

sebesar Rp. 34,842 triliun dan Mei-2008 meningkat

kembali menjadi Rp. 41,375 triliun.

Berdasarkan perhitungan SBI to deposit ratio

(SDR) selama periode 2006-2007 juga

menunjukkan bahwa BPD belum menjalankan

fungsinya sebagai lembaga intermediasi

perbankan secara optimal (Tabel 3). Walaupun

angka SDR mengalami penurunan dari 33,39%

tahun 2006 menjadi 25,05% tahun 2007, tetapi

masih jauh dari angka yang ideal yaitu di bawah

10%. Itu artinya dana DPK yang berhasil dihimpun

oleh BPD masih lebih banyak ditempatkan di SBI

ketimbang disalurkan untuk pembiayaan

pembangunan daerah. Jika dilihat dari individual

bank, pada tahun 2006 terdapat 6 BPD yang

angka SDRnya di bawah 10% yaitu BPD Lampung,

Jateng, NTB, Kalbar, Sulsel, dan Sulawesi Tengah.

Tahun 2007, jumlah BPD dengan angka SDR di

bawah 10% tetap 6 BPD dengan komposisi yang

berbeda, yaitu: BPD Lampung, Jakarta, NTB, Sulut,

Sulsel, dan Sulawesi Tenggara.

Tabel 2. Penempatan Dana BPD pada SBI Periode
2003-Mei 2008 (Dalam Triliun Rupiah)

Sumber: Bank Indonesia, 2008.

Nilai LDR yang rendah menunjukkan bahwa

jumlah dana masyarakat yang berhasil

dikumpulkan oleh BPD tidak seluruhnya dapat

disalurkan ke dalam bentuk kredit. Sebagai

konsekuensi atas rendahnya penyaluran kredit

bank tersebut, maka kelebihan likuiditas

perbankan akhirnya tertanam di SBI (Surat

Berharga Bank Indonesia) sebagai instrumen

investasi yang menawarkan return yang cukup Sumber: Bank Indonesia, data diolah (2008).
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Hasil pengukuran kinerja efisiensi bank BPD

dapat dilihat dalam Tabel 4 dan 5. Dalam

penelitian ini, penulis membagi BPD atas tiga

kelompok berdasarkan total aset yang yang

dimiliki. Bank beraset besar dengan total aset lebih

besar dari Rp. 10 triliun, bank beraset menengah

dengan total aset antara Rp.2 triliun sampai Rp.10

triliun, dan bank beraset kecil di bawah Rp.2

triliun.  Pada tahun 2006-2007, terdapat 7 BPD

yang termasuk dalam kelompok BPD yang beraset

besar. BPD Jabar merupakan bank dengan total

aset terbesar dari total 26 BPD seluruh Indonesia

dimana sampai akhir tahun 2007 tercatat sebesar

Rp.23,12 triliun.

Tabel 3. Kinerja SDR Masing-Masing BPD Tahun
2006-2007 (Dalam %)

Untuk kelompok BPD beraset menengah

pada tahun 2006 terdapat 11 BPD dengan BPD

Sumatera Utara yang memiliki aset tertinggi yaitu

sebesar Rp. 7,67 triliun. Sementara tahun 2007,

jumlah BPD beraset menengah meningkat

menjadi 12 BPD dengan  masuknya BPD Sulawesi

Utara, tetapi BPD yang memiliki aset tertinggi

beralih ke BPD Papua. Bank BPD beaset kecil

jumlahnya berkurang dimana pada tahun 2006

terdapat 8 BPD berkurang menjadi 7 BPD tahun

2007. BPD yang paling kecil asetnya adalah BPD

Sulawesi Tengah dengan total aset tahun 2007

sebesar Rp. 808, 895 miliar.

Hasil Pengukuran terhadap kinerja efisiensi

keseluruhan BPD dengan menggunakan metode

DEA selama periode 2006-2007 menunjukkan

peningkatan efisiensi dari 81% menjadi 89% tapi

masih di bawah nilai maksimal 100%. Sebuah

bank dapat mencapai tingkat efisiensi tertinggi

100% jika sudah mampu melakukan efisiensi

dalam penggunaan inputnya dan atau sudah

mampu memanfaatkan semua kemampuan

potensial yang dimilikinya untuk memproduksi

output-outputnya, dan sebaliknya bank yang

nilai efisiensinya di bawah 100% harus dapat

melakukan efisiensi dalam penggunaan input dan

atau harus memaksimalkan semua kemampuan

potensial yang dimilikinya untuk menghasilkan

output.

Berdasarkan kelompok aset, BPD beraset

besar memiliki tingkat efisiensi yang jauh lebih

tinggi dibandingkan dengan kelompok BPD yang

lain dan di atas total keseluruhan BPD. Pada tahun

2006, tingkat efisiensi DEA BPD beraset besar

mencapai nilai 93% dan mengalami peningkatan

96% pada tahun 2007. Kelompok BPD beraset

menengah pada tahun 2006, tingkat efisiensinya

lebih baik dari kelompok BPD beraset kecil yaitu

78%, tapi kinerja efisiensi kedua kelompok BPD

tersebut di bawah kinerja efisiensi BPD

keseluruhan. Pada tahun 2007, kinerja efisiensi

kelompok BPD beraset kecil lebih tinggi dari

kelompok bank beraset menengah, tapi nilai DEA
Sumber: data diolah, 2008.
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kedua kelompok BPD tersebut mengalami

peningkatan dan masih di bawah nilai DEA total

keseluruhan BPD.

Tabel 4. Kinerja Efisiensi DEA Per-Kelompok BPD
Tahun 2006-2007 (Dalam %)

pembangunan ekonomi daerah melalui kegiatan

pembiayaan.  Nilai LDR yang rendah

mengindikasikan bahwa BPD sangat berhati-hati

dalam menyalurkan kreditnya mungkin dihantui

oleh terjadi kredit macet, sementara jumlah dana

pihak ketiga (DPK) mengalami peningkatan yang

pesat. Akibatnya BPD mempunyai kelebihan

likuiditas yang besar dan tidak produktif.

Kecenderungan yang terjadi adalah BPD lebih

memilih kelebihan likuiditas untuk disimpan di SBI

yang lebih aman, risiko rendah dan keuntungan

pasti tapi dampaknya terhadap perekonomian

daerah kurang baik. Hasil penelitian ini sejalan

dengan temuan Abdullah dan Suseno (2003) yang

menunjukkan bahwa perbankan di daerah

selama periode tahun 2001 pada umumnya belum

menjalankan fungsi intermediasi secara efektif.

Sumber: Data diolah, 2008.

Secara individual, pada tahun 2006, hasil

pengukuran DEA menunjukkan bahwa dari 24 BPD

terdapat hanya 3 BPD (BPD Bengkulu. BPD Jabar,

dan BPD Sulawesi tengah) yang memenuhi syarat

mencapai nilai sesuai target yaitu tingkat

efisiensinya mencapai angka 1 atau 100%.

Sementara 21 BPD nilai efisiensinya dibawah 100%,

2 BPD yaitu BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi

Tenggara tidak bisa dihitung nilai efisiensinya

karena ketidaktersediaan data. Pada tahun 2007,

jumlah BPD yang nilai efisiensinya mencapai nilai

maksimal 100% meningkat menjadi 7 BPD, yaitu:

BPD Aceh, Sumut, Bengkulu, Jakarta, Jabar,

Sulawesi Tengah dan Papua. Sementara 18 BPD nilai

efisiensinya dibawah 100%. Terdapat 4 BPD yang

mengalami peningkatan kinerja efisiensi mencapai

maksimal 100% dibandingkan tahun 2006 yaitu;

BPD Aceh, Sumut, Jakarta, dan Papua, sementara

BPD Bengkulu, Jabar dan Sulawesi Tengah dapat

mempertahankan nilai efisiensinya 100%.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil perhitungan LDR dan SDR

menunjukkan bahwa BPD belum optimal

menjalankan fungsinya sebagai lembaga

intermediasi perbankan. Hal ini menunjukkan

bahwa Bank BPD belum dapat menjalankan

perannya secara maksimal dalam menggerakkan

Tabel 5. Kinerja Efisiensi DEA Masing-Masing
BPD (Dalam %)

Sumber: Data diolah, 2008.
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Alasan yang banyak digunakan mengapa

BPD menempatkan kelebihan likuditasnya di SBI,

antara lain; pertama tingkat suku bunga SBI lebih

tinggi daripada suku bunga simpanan bank

sehingga bank masih memperoleh margin bunga

walaupun tipis, kedua, kekhawatiran terjadinya

kredit macet, ketiga,  BPD pada saat ini cukup sulit

untuk meningkatkan ekspansi kredit seiring

dengan jumlah dana yang berhasil dihimpun dan

terakhir, besarnya penempatan SBI oleh BPD

disinyalir karena adanya dana milik pemerintah

daerah yang belum dapat dicairkan untuk

pembiayaan proyek.

Berdasarkan pengukuran efisiensi, bank BPD

belum mampu menghasilkan kinerja yang optimal

dimana tingkat efisiensinya masih di bawah 100%.

Artinya, bank BPD dalam kegiatan operasionalnya

belum mampu memanfaatkan semua kemampuan

potensial yang dimilikinya untuk dapat

menghasilkan output yang maksimal. Berdasarkan

kelompok aset, BPD beraset besar memiliki tingkat

efisiensi yang jauh lebih tinggi dibandingkan

dengan kelompok BPD yang lain dan diatas total

keseluruhan BPD. Hasil  ini sejalan dengan temuan

Bos dan Kolari (2005) dan Rezitis (2006) yang

menyatakan bahwa semakin besar aset suatu

bank, maka semakin efisien bank tersebut. Hal ini

disebabkan karena bank beraset besar

dimungkinkan terjadinya economic of scale dalam

kegiatan operasionalnya. Tetapi hasil yang

berbeda dikemukakan oleh  Ariff dan Can (2008)

yang menemukan bahwa bank ukuran-

menengah secara statistik lebih efisien dari bank

kecil dan besar. Sementara studi Abidin (2008)

melaporkan bahwa kelompok bank yang beraset

besar terutama Bank Persero dan Bank Asing lebih

efisien dibandingkan dengan kelompok bank

BPD.

Fungsi intermediasi perbankan yang belum

optimal dijalankan oleh bank BPD berdampak

terhadap kinerja efisiensi yang masih di bawah

angka maksimal 100%. Hasil penelitian ini sejalan

dengan temuan studi yang dilakukan oleh Astiyah

dan Husman (2006) yang menunjukkan bahwa

rata-rata nilai efisiensi dengan model penekanan

intermediasi lebih rendah dari model tanpa

penekanan intermediasi. Rata-rata efisiensi selama

periode penelitian dengan menggunakan model

non-intermediasi adalah 92,4% dibandingkan

dengan 91,4% dengan model penekanan

intermediasi. Lebih tingginya rata-rata tingkat

efisiensi tanpa penekanan intermediasi

mengindikasikan bahwa komponen kredit

memberikan kontribusi yang lebih rendah kepada

profitabilitas jika dibandingkan dengan output

lainnya. Sehingga hal ini mengindikasikan bahwa

bank belum menempatkan kredit sebagai

komponen utama dalam kegiatan usahanya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sistem keuangan memiliki peran yang

sangat strategis dalam mendukung kegiatan

perekonomian. Sistem keuangan yang merupakan

bagian dari sistem perekonomian menjalankan

fungsi intermediasi yang mengalokasikan dana

dari pihak yang mengalami kelebihan dana

(surplus) kepada pihak yang kekurangan dana

(defisit). Oleh karena itu, untuk dapat

menjalankan fungsi intermediasinya secara

optimal, maka dituntut sistem keuangan yang

stabil dan beroperasi secara efisien. Sistem

keuangan yang tidak stabil dan tidak efisien

sangat rentan terhadap berbagai gejolak sehingga

dapat mengganggu perputaran roda

perekonomian. Stabilitas dalam sistem keuangan

perlu terus ditingkatkan dan dipertahankan

karena merupakan aspek yang sangat penting

dalam membentuk dan menjaga perekonomian

yang berkelanjutan

Bank Pembangunan Daerah yang

merupakan bagian dari sistem keuangan dituntut
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untuk dapat menjalankan fungsi intermediasinya

secara optimal dan beroperasi secara efisien untuk

mendukung penguatan stabilitas sistem

keuangan. Sebagai bank yang dimiliki oleh

pemerintah daerah (Pemda), BPD bisa berperan

lebih besar dalam menggerakkan pembangunan

ekonomi daerah melalui kegiatan pembiayaan.

Oleh karena itu, BPD diharapkan dapat

mengoptimalkan fungsi intermediasinya dan

memberikan kinerja efisiensi yang terbaik sebagai

lembaga keuangan yang mampu mendukung

dengan maksimal  pembiayaan  pembangunan

di daerah dalam meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1)

menganalisis kinerja fungsi intermediasi dan

efisiensi BPD, (2) menawarkan alternatif baru

dalam pengukuran kinerja fungsi intermediasi

perbankan, dan (3) memberikan rekomendasi

kebijakan berupa grand design strategi

pengembangan BPD dalam meningkatkan fungsi

intermediasi dan efisiensi ke depan.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 26

BPD seluruh Indonesia selama periode 2006-2007

menunjukkan bahwa fungsi intermediasi

perbankan BPD masih belum berjalan secara

optimal walaupun kecenderungannya meningkat.

Bank BPD masih hati-hati dalam meningkatkan

penyaluran kredit dan lebih suka menempatkan

dana pada instrumen SBI yang lebih aman dan

memberikan keuntungan yang pasti. Sementara,

dari hasil perhitungan kinerja efisiensi

menunjukkan bahwa BPD mengalami

peningkatan efisiensi dalam kegiatan

operasionalnya, tapi nilai efisiensinya masih

dibawah angka yang maksimal yaitu 100%.

Saran

Saran hasil penelitian yang terkait dengan

tindakan praktis yang diusulkan agar supaya dapat

diimplementasikan melalui berbagai langkah-

langkah kebijakan yang dapat dilakukan oleh BI,

BPD atau Pemda. Tujuannya agar supaya BPD

dapat menjalankan fungsi intermediasi

perbankan secara optimal dan kinerja efisiensi

yang tinggi dalam mendukung sepenuhnya

pembiayaan pembangunan daerah dan

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saran-

saran tersebut antara lain: (1) Pembatasan

penempatan dana DPK oleh BPD ke instrumen SBI,

(2) Kerjasama antar BPD,  (3) Fokus pada segmen

pasar tertentu, misalnya pemberian kredit khusus

pada sektor UMKM, (4) diversifikasi sumber

pendanaan BPD, misalnya merger antar BPD untuk

membentuk holding company, dan (5)

pembentukkan lembaga penjamin kredit lokal.

Berkaitan dengan pengembangan teori,

penelitian ini menyarankan perlu ada suatu teori

baru yang mencoba menggabungkan antara teori

yang menganalisis fungsi intermediasi perbankan

dan kinerja efisiensi, sehingga diharapkan muncul

suatu model yang mampu mengukur keduanya

secara bersama tanpa perlu menghitungnya satu

per satu. Pengembangan teori tersebut memang

hanya terbatas aplikasinya pada sektor perbankan

dengan tujuan menjadikan sistem perbankan

yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan

kestabilan sistem keuangan.

Saran untuk penelitian lanjut, antara lain:

(1) untuk pengukuran kinerja efisiensi bisa

menggunakan pendekatan parametrik, misalnya

Thick Frontier Approach (TFA) atau Distribution-

Free Approach (DFA) atau model yang lain, (2)

dapat memperluas sampel penelitian dengan

memasukkan kelompok bank yang lain, misalnya

bank Persero, dan (3)  menggunakan pendekatan

lain, misalnya pendekatan aset atau pendekatan

produksi.
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